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REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK PEKERJA SOSIAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 33
ayat (4), Pasal 36, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Sosial tentang Registrasi dan Izin Praktik

Pekerja Sosial;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6397);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang
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Menetapkan

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor
20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG REGISTRASI DAN
IZIN PRAKTIK PEKERJA SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan
sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan
pertolongan profesional yang terencana, terpadu,
berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah
disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan
keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan
masyarakat.

Pekerja Sosial Warga Negara Indonesia Lulusan Luar
Negeri yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial Lulusan
Luar Negeri adalah Pekerja Sosial Warga Negara
Indonesia lulusan pendidikan pekerjaan
sosial/kesejahteraan sosial di luar negeri yang diakui oleh
Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pekerja Sosial Warga Negara Asing yang selanjutnya
disebut Pekerja Sosial WNA adalah Pekerja Sosial yang
bukan warga negara Indonesia lulusan pendidikan
pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial baik di dalam
maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



10.

11.

12.

13.
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Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan
secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk
dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah
lulus uji kompetensi.

Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi
secara terukur dan objektif untuk menilai capaian
kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan
mengacu pada standar kompetensi.

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Pekerja
Sosial yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk
menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial di organisasi
Pekerja Sosial.

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh organisasi
Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah
diregistrasi.

Registrasi Ulang adalah pencatatan wulang terhadap
Pekerja Sosial yang telah diregistrasi setelah memenuhi
persyaratan yang berlaku.

Surat Izin Praktik Pekerja Sosial yang selanjutnya
disingkat SIPPS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Pekerja Sosial
sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan
Praktik Pekerjaan Sosial.

Organisasi Pekerja Sosial adalah wadah berhimpun
Pekerja Sosial yang bersifat independen, mandiri, dan
berbadan hukum.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik
yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui komputer atau sistem
elektronik.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.
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14.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial.

BAB II
REGISTRASI

Pasal 2
Setiap Pekerja Sosial yang melaksanakan Praktik
Pekerjaan Sosial wajib memiliki STR.
STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
Organisasi Pekerja Sosial.
STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format

ditetapkan oleh Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 3

Untuk memperoleh STR Pekerja Sosial harus memenuhi

persyaratan:

a. memiliki Sertifikat Kompetensi;

b. memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan rohani;

c. memiliki surat pernyataan telah  mengucapkan
sumpah /janji Pekerja Sosial; dan

d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan
ketentuan kode etik Pekerja Sosial.

Pasal 4

(1) Setiap Pekerja Sosial mengajukan permohonan STR
melalui aplikasi dalam jaringan harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Pekerja Sosial harus melengkapi paling sedikit:
a. kartu tanda penduduk; dan
b. pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna

merah.

(3) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam bentuk Dokumen Elektronik.

(4) Proses penerbitan STR harus dapat diakses masyarakat

menggunakan teknologi sistem informasi.
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Dalam hal STR belum dapat diterbitkan dalam bentuk
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Organisasi Pekerja Sosial mengirimkan STR kepada
pemohon ke alamat korespondensi yang tercantum dalam

aplikasi dalam jaringan.

Pasal 5

STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi

ulang setelah memenuhi persyaratan.

Persyaratan untuk Registrasi Ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. memiliki STR lama;

b. memiliki Sertifikat Kompetensi;

c. memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan
rohani;

d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan
ketentuan kode etik Pekerja Sosial; dan

e. telah mengabdikan diri sebagai Pekerja Sosial.

Persyaratan telah mengabdikan diri sebagai Pekerja

Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

dibuktikan dengan melampirkan:

a. keterangan praktik dari institusi/lembaga tempat
bekerja atau SIPPS yang masih berlaku bagi Pekerja
Sosial yang praktik mandiri;

b. surat keterangan/sertifikat telah mengikuti
pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan yang
terkait dengan pengembangan profesi Pekerja Sosial;
dan

c. fotokopi bukti keanggotaan dalam Organisasi

Pekerja Sosial.

Pasal 6
Registrasi Ulang untuk memperoleh STR dilakukan
melalui aplikasi dalam jaringan harus memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) dan ayat (3).



